
BUPATI E N D E  

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI ENDE 
NOMOR 4% TAHUN 2024 

'  

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE 

TAHUN 2025 - 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENDE, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembanguana Daerah bagi Daerah dengan 

masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah 

otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 

Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten 

Ende Tahun 2025 - 2026; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah­ 

daerah Tingkat lJ Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkatl Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 



Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan EvaluasiPembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN 

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE 

TAHUN 2025 - 2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia. 

2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah 

dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

3. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende 

yang selanjutnya disebut Renstra Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 

adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan 

strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta 

evaluasi kinerja. 

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan­ 

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan 



14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah 

rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

15. Visi adalah rumusan um urn ten tang keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan Tahun 2024. 

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. 

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan 

pembangunan daerah. 

19. Sistem lnformasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD 

adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta 

mengolah data pembangunan Daerah. 

20. Daerah adalah Kabupaten Ende. 

21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende. 

22. Bupati adalah Bupati Ende. 

23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende; 

24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang selanjutnya disebut Kesbangpol 

Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende. 

26. Kepala Kesbangpol Daerah adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Daerah Kabupaten Ende. 

BAB II 
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. 

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para 

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 



didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam 

jangka waktu tertentu. 

5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus 

dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak Tahun 2005 - 2025 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun 

terhitung mulai Tahun 2019-2024. 

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan 

kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indekspembangunan manusia. 

9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan 

rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkandokumen 

perencanaan selama 1 (satu) tahun. 

10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat 

hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil 

pembangunan. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 

rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun. 

12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satuatau 

lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebihunit 

kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara 

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 

sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang atau jasa. 



(3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan 

potensi yang dimil iki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan 

daerah dan nasional. 

Pasa 3 

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, 

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

BABlll 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 

(1) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah disusun dengan maksud untuk 

mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan 

baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam 

penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan pub lik. 

(2) Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah : 

a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Daerah setiap tahun. 

b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) disetiap bidang. 

c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bi dang perencanana, 

penelitian dan pengebangan di Kabupaten Ende. 

d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas 

dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan 

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sehingga terjadi sinkronisasi 

perencanaan pembangunan secara menyeluruh. 

e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang 

perencanan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program strategis 

yang akan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 



BABIV 
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 

Pasal 5 

(1) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2025-2026 memuat 

dan kebijakan serta program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Daerah yang berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2025-2026. 

(2) Sistematika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

BAB Ill Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 

BAB IV Tujuan dan Sasaran 

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan 

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

BAB VIII Penutup 

Pasal 6 

Ketentuan mengenai lsi dan Uraian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada Iampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini. 

BAB V 
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 

Pasal 7 

(1) Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah melibatkan 

semua personil aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan sektor 

terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah selama 5 (lima) tahun. 

(2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan­ 

kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas. 

Pasal 8 

(1) Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Kesbangpol Daerah untuk 

diverifikasi. 

(2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Kesbangpol Daerah 

diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati. 



(3) Kepala Badan Kesbangpol Daerah menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende 

tentang Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah kepada semua, 

Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana lingkup Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Daerah Kabupaten Ende. 

BAB VI 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE 

Bagian Kesatu 
Pengendalian 

Pasal 9 

(1) Kepala Badan Kesbangpol Daerah melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan 

Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: 

a. kebijakan perencanaan; 

b. pelaksanaan; dan 

c. evaluasi. 

Pasal 10 

(1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 

meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan 

dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan bersama. 

(2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan 

Administrator lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah meliputi 

realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadap i  dalam proses 

pelaksanaan kegiatan. 

(3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala 

Kesbangpol Daerah melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli Muda 

sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh 

Sekretaris. 



Bagian Kedua 

Evaluasi 

Pasal 11 

(1) Kepala Kesbangpol Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: 

a. Pelaksanaan Kegiatan Program Kesbangpol Daerah; dan 

b. Hasil pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah. 

Pasal 12 

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing­ 

masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Badan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana 

pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

daerah; dan 

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing 

Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Daerah. 

Bagian Ketiga 
Perubahan 

Pasal 13 

(1) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dapat diubah dalam hal : 

a. terjadi perubahan yang mendasar, atau 

b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat. 

(2) Perubahan Rensra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Ende. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra 

dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau 

berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran. 



Pasal 15 
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 
2022 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 
Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende. 

or""Site« 

ATI EN� 
. GASU 

Diundangkan di Ende 
pada tanggal II 6tpk/?u 2024 

IS DAERAH PATEN END� 

'  

RAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR �b 

2024 



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Eltari Nomo 2 Telepon (0381) 22848 

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE 

I 

Nomor M? Tahun 2024 

PERATURAN BUPATI 

Nomor [Jl Tahun 2024 
TENTANG 

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 

KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026 

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ende 

Nomor v Tahun 2024 
Tanggal 1Iuwr2024 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR ••• �.b ... TAHUN 2024 
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 
l<ABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026 

ISI DAN URAIAN RENSTRA 

A. DAFTAR I$I Halaman 

KATA PENGANTA■ v 

■AB I PENDAHULUAN 1 

1.1 Latar Belalmng 1 

1.2 Landasan Hul?um 2 

1.3 Maksud dan T ujuan 4 

1.4 Sistematiha Penulisan 4 

BAB II GAMBARAN DELAVANAN PERANGKAT DAERAH..............a..........6 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Peranghat Daerah .........a.a..............6 

2.2 Sumber Daya Perangl?at Daerah 11 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15 

BAB III PERMASALAHAN DAN I$U-ISU STRATEGI........................................26 

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarhan Tugas dan Fungsi 

pelayanan erongkat Daerah . . . . . . . . . o r .. . . . .. . 2Z l  

3.2 Penentuan lsu-isu Strategis 22 

BAB I TU[UAN DAN $A$ARAN................a...............................................................23 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangha Menengah Peranghat Daerah..........a.....a....a..........23 

4.2 cascading Kinerja Derangkat Daerah....................a....a.........23 

BAB STRATEGI DAN ARAH KEBI[AKAN.................a....a.................25 

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERITA PENDANAAN................26 

BAB VII KINER[A PENVELENGGARAAN BID ANG URUSAN.................a.........39 

■AB VIII PENUTUP 41 



B. DAFTAR TABEL Halaman 

Tabel 2.1 Pegaai Badan Kesbangpolda Kab. Ende menurut 

t<epangf:?atan/Golongan 11 

Tabel2.2 PNS Badan Kesbangpolda Kab. Ende menurut Tingkat 

Pendidil?an .....................................................................................•.............................................. .12 

Tabel 2.3 PNS Badan Kesbangpolda Kab. Ende yang telah mengikuti Diklat 

l<epemimpinon 13 

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana 13 

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Badan l<esbangpolda .14 

Tabel 2.6 Pencapaian l<inerja Pelayanan Badan l<esbangpolda 16 

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahn dan Upaya Pemecahan Masalah 21 

Tabel 4.2 Cascading Kinerja Peranghat Daerah 23 

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan l<ebijal?an......................................................................... 25 

Tabel 6.1 Rencana Program,Kegiatan, Indihator Kinerja,Kelompol Sasaran dan Pendanaan 

Indihatif Badan l<esbangpolda l<ab. Ende 27 

Tabel 7.1 Indihator Badan Kesbangpolda Kab. Ende Tahun 2025-2026................................39 

Tabel 7.2 Indihator Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kesbangpolda Kab. Ende Tahun 

2025-2026 39 

IL 



C. DAFTAR GAMBAR Halaman 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesbangpolda Kab. Ende 10 

I l l  



D. DAFTAR LAMPIRAN 

Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Denyusun dan Pembahasan Rancangan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah 
Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 

I 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan 

rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politi 

Kabupaten Ende 2025-2026 ini dapat diselesaiban dengan bail. Perencanaan pembangunon 

daerah adalah suatu proses penyusunan program dan hegiatan yang melibatban berbagai 

unsur permangku kepentingan di dalamnya. Dalam kerangha aktu pencapaian tujuan, 

Perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan 

Jangla Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang masingmasing harus selaras satu dengan 

yang lain dan memilii program yang berhesinambungan. 

RENSTRA ini merupaban perencanaan tiga tahunan yang merupahan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Daerah (RDD) yang dijabarhan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi 

Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam periode tahun 2025 - 2026. Oleh arena itu 

perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan 

dalam jangka aktu 2 (dua) tahun sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politil Kabupaten Ende. Dalam kerangha tersebut, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politi Kabupeten Ende menyusun RENSTRA Tahun 2025 - 2026 sesuai 

Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada 
Tahun 2023. 

Akhirnya, kepada semua pihak/tim yang telah membantu penyelesaian penyusunan 
RENSTRA ini, diucapban terimakasih, semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah 
satu wujudnya ta pengabdian hepada masyarakat, bangsa, dan negara. 

Ende, 2024 
�epala Badan Kesatuan Bangsa dan Politi!? Daemh,} 

Kabupat Ende, 

Pembina :ama Muda 21 199503 1 004 

\ 



BAB I 

PEND AHULAN 

.t Lerten elaleng 

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

pembangunan Nasional (SpDpN) mengamanathan hepada pemerintah daerah 

untuk melakuhan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan 

pembangunan nasional. Kemudian, Undang -- Undang Nomor 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah di ubah beberapa hali terakhir dengan Undang - Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatban hepada pemerintah daerah untuh 

melakuban perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RpJpD) untuk jangha aktu 20 tahun. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP]MD) untuk jangha 

aktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Peranghat Daerah (Renstra SKDD) 

untuk jangha waltu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKDD) untul 

jangha waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Peranghat Daerah (Renja 

SKDD) untuk jangha waktu 1 tahun. Amanat Undang -- Undang tentang 

perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskhan lebih lanjut kedalam 

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata 

Cara Perubahan RDJpD, RP)MD, dan RKPD. 

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2026 disusun berdasarkan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Kabupaten Ende merupaban 

salah satu dari pemerintah kota/kabupaten yang masa jabatan bepala daerahnya 

berakhir tahun 2024, sehingga perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah 

dan diturunban dalam Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat 

Daerah tahun 2025-2026. Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun 

2025-2026 disusun berdasarban RDD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 melalui 

beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu hepada betentuan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai berikut: 

1. persiapan penyusunan Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende; 

2. Penyusunan rancangan Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende; 

3. Pelaksanaa Forum ODD /Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende; 

4. Perumusan rancangan akhir; dan 



5. Penetapan Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende. 

Penyyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Ende Tahun 2024 - 2026 

dinilai penting arena: 

1. Telah berahhirnya masa jabatan Kepala Daerah Pada Tahun 2024. 

2. Adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan l<edua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang­ 

Undang dalam Pasal 201 ayat (9) menyatakan baha untuk mengisi 

helosongan jabatan Gubernur dan Wail Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Wakikota dan Wakil Walihota yang berakhir masa 

jabatannya tahun 2022 dan 2023, dianghat pejabat Gubernur, pejabat 

Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walihota dan Wakil 

Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. 

3. Penambahan sub hegiatan pada Program Kegiatan sesuai dengan 

berdasarhan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasi Verifilasi, Validasi dan Inentarisasi 

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefihasi dan Nomenklatur Derencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun 

2025-2026 maka Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende diharapkan mampu 

melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas bebijakan 

perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. 

Keberhasilan peninghatan tersebut adalah untu meujudhan tercapaina 

sasaran pembangunan daerah dan renstra perangkat daerah. 

1%.2 Landesen Maun 

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis 

Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten Ende Tahun 

2025 - 2026 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republil? Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa hali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679); 

4. peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan 

Pengendalian dan Eualuasi Delaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

5. peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan 

langha Menengah Nasional (RP[MN) Tahun 2020-2024; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

erencanaan, engendalian dan Ealuasi embangunan Daerah, Tata Cara Ealuasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan langha Panjang 

Daerah Dan Rencana embangunan Jangha Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan RPJD, RPJMD dan RKPD; 

7. Deraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republih Indonesia Tahun 2018); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10O Tahun 2018 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifihasi, Kodefikasi 

dan Nomenhlatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

10. Deraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJpD) Kabupaten Ende 2005-2025; 

1. peraturan Daerah Proinsi Nusa T enggara Timur Nomor1T ahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Prouinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 

Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Peranghat Daerah Prouinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2018-2023; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten Ende(Lembaran 

Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Ende Nomor 3); 

13. Deraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Keduduban, susunan organisasi, 

tugas dan fungsi serta tata herja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 

Kabupaten Ende; 



1us, Marsued den Tujuem 

1..1 Malued 

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten 

Ende disusun dengan maksud untuk mengarahban seluruh dimensi bebijaban 

pembangunan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Ende 

baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam 

penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan public 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Dolitih Daerah adalah: 

a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan l<esatuan Bangsa 

dan Politik Daerah Kabupaten Ende setiap tahun. 

b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan l<esatuan Bangsa 

dan Politik Daerah Kabupaten Ende yang kemudian dituanghan he dalam 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang. 

c. Sebagai arahan hebijahan dan strategi pembangunan pada bidang 

Kesatuan Bangsa dan politih di Kabupaten Ende; 

d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentuhan skala 

prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai 

dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 

Kabupaten Ende sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan 

secara menyeluruh. 

e. Sebagai informasi secara menyeluruh hepada segenap pelaku 

pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan politik mengenai program­ 

program strategis yang akan dihembanghan oleh Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politi Daerah Kabupaten Ende dalarm kurun aktu 2 (dua) tahun be 

depan. 

14 Sistemertile emlien 

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hubum, 

malsud dan tujuan, sistematiha penulisan. 

BAB II GAMBARAN PELAVANAN PERANGJ<AT DAERAH, memuat informasi 

tentang peran (tugas dan fungsi) peranghat daerah dalam penyelenggaraan 



urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringlhas apa saja sumber daya yang 

dimiliki peranghat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, 

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilhan melalui 

pelaksanaan Renstra Peranghat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan 

capaian program prioritas peranglat daerah yang telah dihasilhan melalui 

pelaksanaan RD]MD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan 

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi Renstra Peranghat Daerah 

ini. 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarhan tugas dan fungsi 

pelayanan peranghat daerah, telaahan isi, misi serta program bepala daerah dan 

ahil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra KIL dan Renstra Drouinsi, telaahan 

rencana tata ruang wilayah dan bajian lingkungan hidup strategis. 

BAB I TU/UAN DAN SASARAN, memuat tentang rumusan pernyataan tujuan 

dan sasaran jangha menengah peranghat daerah. 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBI]AKAN, memuat tentang strategi dan arah 

hebijahan peranghat daerah dalam lima tahun mendatang. 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat 

tentang rencana program dan kegiatan, indihator inerja, belompok sasaran dan 

pendanaan indihatif. 

BAB VII KINER]A PENVELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang 

indihator hinerja peranghat daerah yang secara langsung menunjukan inerja 

yang ahan dicapai peranghat daerah dalam dua tahun (2025-2026) mendatang 

sebagai homitmen untuk mendubung pencapaian tujuan dan sasaran RD]MD. 

BAB VIII PENUTUP 



BAB I 

GAMBARAN DELAVANAN PERANGNAT DAERAM 

21, T'uges, Fungi den $rktu Peremglet Deereh 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dibentuk 

berdasarhan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 03 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten Ende, serta Peraturan 

Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Keduduban, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten Ende 

2.1at T'ages 

Untuk melaksanahan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan didukung oleh 

Pejabat-pejabat Eselon Ill dan Kelompok Jabatan Fungsional serta unsur staf yang 

tersebar di Sekretariat dan Bidang-bidang. Dalam melaksanahan tugas pokok terebut 

maha Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah mempunyai keduduhan, tugas polok 

dan fungsi sebagai berikut: 

1. Kedudukan 

Badan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi 

heenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berheduduhan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Selretaris Daerah. 

2. Tugas Pokok 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanaban fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

hewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan Politi Daerah. 

2.1.2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 

Kabupaten Ende mempunyai fungi: 

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan Perudang-undangan; 

2) Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Waasan 

Kebangsaan, Penyelenggaraan Politi Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, 

pemeliharaan betahanan ebonomi, social dan budaya, pembinaan berubunan 

antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnyo, pembinaan 

dan pemberdayaan organisasi hemasyarakatan serta pelaksanaan beaspadan 

nasional dan penanganan honflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan 

Deraturan Perundang-undangan; 
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3) Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pembinaan ldeologi Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan, Penyelenggaraan Politi Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, 

pemeliharaan ketahanan elonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan 

antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan 

dan pemberdayaan organisasi kemasarakatan serta pelaksanaan beaspadan 

nasional dan penanganan bonflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan 

Deraturan Perundang-undangan; 

4) Pelaksanaan Ealuasi dan Pelaporan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan 

Waasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan 

Demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budayo, pembinaan 

berukunan antar subu dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, 

pembinaan dan pemberdayaan organisasi hemasyarakatan serta pelaksanaan 

kewaspadan nasional dan penanganan bonflik social di Daerah sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

5) Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. 

21., Skraktur Organisesi 

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten Ende, 

terdiri dari 

1. Kepala Badan 

2. Sebretariat, terdiri dari: 

a. Sub bagian Umum dan Kepegaaian 

3. Bidang ldeologi, Waasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

4. Bidang Ketahanan Ehonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarabatan 

5. Bidang Politik dalam Negeri 

6. Bidang Keaspadaan Nasional dan penangnan honflil 

7. Kelompol Jabatan Fungsional 

2.1.3.1 Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di 

lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggaran 

fungsi hoordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan 

hubungan masyarahat dan eprotokolan, pelaksanaan pengeloaan keuangan, 

pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset, 

pengelolaan urusan ASN dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan 

di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politri Daerah Kabupaten Ende. 
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Sebretaris Badan dibantu oleh 1 ( satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 

» Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegaaian mempunyai tugas melaksanahan 

urusan persuratan, urusan tata usaha, bearsipan, urusan bepegawaian, 

urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah. 

Dalam melaksanahan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian umum dan 

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan persuratan; 

b. pengelolaan dobumentasi dan hearsipan; 

c. pelaksanaan urusan berumahtanggaan, beamanan dan hetertiban 

hantor; 

d. pelaksanaan pengelolaan perlenglhapan dan barang milik daerah; 

e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur; 

f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;dan 

g. pengelolaan behumasan. 

2.1.3.2 Bidang ldeologi, Waasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Bidang Ideologi, Waasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai 

tugas melaksanakhan sebagian tugas badan Badan di bidang ideology, Wawasan 

Kebangsaan, bela Negara, karalter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka 

tunggal iha dan sejarah bebangsaan 

21.3.3 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Organisasi Kemasarakatan 

Bidang Ketahanan Ehonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanalan sebagian tugas Badan di 

bidang betahanan elonomi, social, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama 

dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, 

pemberdaayaan organisasi hemasyarakatan, pemberdayaan organisasi 

bemasyaralatan, ealuasi dan mediasi sengketa organisasi bemasyaralatan, 

pengawasan organisasi hemasyarakatan dan organisasi bemasyarakatan asing 

2.1.3.4 Bidang Politik dalam Negeri 

Bidang Politik dalam Negeri mempunyai tugas melaksanahan sebagian 

tugas badan di bidang pendidikhan politik, etiha budaya politik, peninghatan 

demolrasi, fasilitasi belembagaan pemerintahan, epala daerah serta 

pemantauan situasi politik 



2.1.3.5 Bidang Keaspadaan Nasional dan penangnan konflik 

Bidang Keaspadaan Nasional dan penangnan bonfli mempunyai tugas 

badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang 

asing, tenaga herja asing dan lembaga asing, hewaspadaan perbatasan antar 

Negara, Fasilitasi belembagaan bidang heaspadaan serta penanganan honflil 

di daerah. 

2.1.3.6 Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompol jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah sesuai dengan 

hebutuhan. 

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi melakuban hegiatan 

fungsi tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah 

Kabupaten Ende sesuai dengan kheahliannya masing-masing; 

2. Setiap helompok jabatan fungsional dipimpin oleh fungsional senior yang 

ada di baah dan bertanggung jawab hepada Kepala Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Daerah; 

3. Tenaga fungsional dimaksud berdasarhan hebutuhan yang ditetapban 

oleh Bupati. 

Selain Kelompoh Jabatan Fungsional terdapat unit organisasi Jabatan 

Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki 

esesuaian dengan Jabatan Fungsional yang merupahan unit organisasi yang 

haralteristilk tugas dan fungsinya bail bersifat teknis maupun administratif 

beresuaian dan/ atau dapat dilaksanahan oleh Jabatan Fungsional.Unit organisasi 

Jabatan Administratif dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelalsanaan tugas yang 

memilihi besesuaian dengan Jabatan Fungsional terdiri atas sub hoordinator 

pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan 

fungsi jabatan masing-masing.Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu 

Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu belompok substansi pada 

masing-masing pengelompokan uraian fungsi. 

Sub Koordinator terdiri atas: 

1. Sub hoordinator substansi program dan anggaran; 

2. Sub hoordinator Substansi Keuangan; 

3. Sub boordinator substansi ideologi dan wawasan bebangsaan; 

4. Sub boordinator substansi Bela Negara dan Karalter Bangsa; 
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5. Sub koordinator substansi hetahanan ehonomi, sosial dan budaya; 

6. Sub koordinator substansi organisasi emasyarakatan; 

7. Sub boordinator substansi Substansi pendidikan politik dan peninghatan 

demokrasi; 

8. Sub boordinator substansi Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan; 

9. Sub koordinator substansi penanganan konflik; 

10. Sub hoordinator substansi Keaspadaan Nasional dan kerjasama intelijen; 

Peraturan Bupati Ende 

Nomor 

Tanggal 

: 62 Tahun 2021 

: 27 Desember 2021 

$trakrtur rgenisei Bede Kesertuemn Begse de Peli±if Deereh Keh. Ende 

KEPALA 

GABRIEL DALA, S.Sos 

Sekretaris 

Kelompok Jabatan 
AGNES AGNETA, S.STP 

Fungsional 

I I 
Sub Bag umum & Analis Keuangan Pusat & Perencana 

Kepegawaian Daerah SSS Keuangan 

Emirensiana Meo,SE 
Robertus Rindu, S.Sos Paulus Mario Ndate,S.Sos 

I I I I 
Bid. ldeologi, Wasbang, Bidang Politik Dalam Negeri Bidang Ketahanan Ekonomi, Bid. Wasnas & 

Karakter Bangsa Sosbud,Agama&0rmas Penanganan Konflik 
Yuanita Azian, S.STP.M.Si 

Fidelis Sobha, S.IP 
Aloysius G. Sengga, A.Md 

I 
Maximinus S.Susanto, S.STP 

I I I Analis Kebijakan S.S. 
Analis kebijakan S.S 

Analis Kebijakan pendidikan politik dan Analis Kebijakan S.S 
Wasnas dan Kerjasama 

peningkatan demokrasi Organisasi Kemasyarakatan 
Intelijen S . S  ldeologi dan Wasnas 

Petrus Riwu, S.Sos 
Muhamad Sarifudin,S.IP 

I I I 
Analis 1 

Analis Kebijakan Analis Kebijakan S.S. KebijakanS.S.Ketahanan Analis KebijakanS.S. 

Kelembagaan Pemerintahan Ekonomi, Sosbud&Agama Penanganan Konflik 
S.S. Bela Negara dan 

Karakter Bangsa Donatus Reri, SE 
- 
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2.2. Sumler Dee Peremmglet Deereh 

Untuh menjalankhan tugas poholh dan fungsinya, maha Badan Keasatuan Bangsa 

dan Politi Daerah Kabupaten Ende didukung oleh aparatur maupun sumber daya 

lainna berupa asset/barang inuentaris. Adapun bondisi sumber daya yang dimililhi oleh 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah yang dapat digambaran sebagai berihut 

2.2.1, $umber Dee Measle 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten Ende serta 

Deraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Keduduban, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata herja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Daeroh Kobupaten Ende terdapat 7 jabatan strultural dan 10 jabatan fungsional 

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten Ende, yaitu : 

1. Eselon II 

2. Eselon Ill 

3. Eelon IV 

: 1 orang 

: 5 orang 

: 1 orang 

4. Kelompoh Jabatan Fungsional : 10 Orang 

Dalam melaksanahan tugas fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 

Kabupaten Ende didukung oleh aparatur sebanyak 23 orang yang terdiri dari 18 

pNS dan 5 orang Tenaga Outsourcing headaaan s/d Bulan Desember 2023. Rincian 

Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 

Kabupaten Ende berdasaran panghat/Gol/Ruang, Tinghat Pendidikhan dan Diklat 

Struktural yang telah diikuti dapat dilihat dalam tabel -tabel berihut ini: 

Tab»el 2.f 

Pegerwel eden Kesbmgpol Deereh Mel. Emde 

demount Kepenglerte/ Golongen 

Keadleen Tehan 2023 

No Panghat/ Golongan Jumlah 

I. Pembina Utama Muda (IV-c) 1 orang 

2. Pembina Tinghat I (IV-b) 0 orang 

3. Pembina (IV-a) 3 orang 

4. Penata Tinghat I (II-d) 9 orang 

5. 
Penata (ll-c) 0 orang 

6. Penata Muda Th. I (III-b) 1 orang 

7. Penata Muda (Ill-a) 0orang 
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8. Pengatur Tinghat I (II-d) 3 0rang 

9. Pengatur (11-c) 1 orang 

10. Pengatur Muda tinghat I (II-b) 0 orang 

11. Pengatur muda (ll-a) -- 

12. luru Th.l (l-d) O orang 

Jumlah 18 orang 

Sumber data: Badan Kesbangpolda Des. 2023 

Tatel 2.2. 

pN$ Beder Meslergpel Deereh Keh, mdle 

Memeret 'T'inlet Pendill 

teed een T'ahem 2023 

No Tinglat Pendidiban Jumlah 

1. Strata 2 (52) Oorang 

2. Strata 1 (51) 12 orang 

3. Sarjana Muda (D3) 2 0rang 

4. SLTA 4 orang 

5. SLTP Orang 

Jumlah 18 orang 

5umber data: Badan esbangpolda Desermber 2023 

Ditinjau dari tinghat pendidikan Pegaai Negeri Sipil Badan Kesbangpolda 

Kabupaten Ende sebanyak 18 orang, tidal ada yang berpendidian S2, berpendidiban S1 

sebanyal 12 orang, Diploma Ill sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 4. Peningkatban 

ualitas sumber daya aparatur secara berhesinambungan perlu dilakuban melalui 

pendidikan formal baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar maupun Diklat Teknis 

dan fungsional untuh meninghatkan bompetensi SDM Aparatur di Bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik. 

Dalam melaksanahan tugas pohok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politi Daerah Kabupaten Ende didukung oleh tenaga Kontrak yang dibiayai oleh ADBD 

Kabupaten Ende sebanyal 5 orang dengan rincian berdasarhan tinghat pendidihan 

sebagai berikut: 

ddllenn Tngk 

Tab»el 2.3 

lie Mah.Ende , rel Bu d Ke be emerge ont • 1111 e gpe Mlenar ut et Pe 

NO TING&AT PENDIDI&AN JUMLAM MET. 

1. 51 0 

2. 5LIA 5 

Total 5 

T 

Sumber data: Badan Kesbangpolda Desember 2023 
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rebel 2.4 

pN$ Bede Keertuen Berge de Peli±if Deereh Mel. Ende 

Veg T'eleh Mergikrti Dile Kepemimpimen 

Meaden Tehan 2023 

JUMLAH DIKLAT VANGTELAH 

NO 
JABATAN DIIKUTL 

JABATAN DIKLAT VANG BELUM 

Pim. II Pim. Ill Pim.IV DIIKUTT 

1. Kepala Badan 1 1 1 

2. Sekretaris Badan 1 - 1 1 pIM III 

3. Kepala Bidang 4 - - 3 pIM Ill 3 Orang, 

PIM IV1 Orang 

4. Kasubbag 1 - - pIM IV 

Sumber data: Badan Kesbangpolda Des. 2023 

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan begiatan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.5 
Sarana dan Prasarana 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten Ende 

NAMAIJENIS BARANG MERK/TVDE JUMLAH KET. 

NO BARANG 

1 Gedung Kantor Permanen 2 Baik 

2 Mobil Toota Ne Rush 1 Bail 

3 Sepeda Motor Honda Win Wcd 1 Baik 
4 Seped a Motor Honda Nf 125 sd 1 Baik 
s Seped a Motor Honda Nf 125 sd I Baik 
6 Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Baik 
7 Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Bail 

8 Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Bail 

9 Sepeda Motor Honda Mcb Win I Baik 
10 Sepeda Motor Honda Tiger GL200 D 1 Baik 
II Sepeda Motor Honda Mega Pro GL 2 Baik 
12 Lemari Kayu 2 Baik 

13 Lemari Kayu Lemari Kau 2 Dintu 4 Baik 
14 Mesin Abseni Fingerport/Reo Duo 158 1 Boih 

BNC 
13 Filling Cabinet Besi Brother 3 Baik 
14 Meja Kerja Kayu Kau 8 Baik 
15 Meja Rapat Kayu 7 Bail 

16 Meja % Biro h Biro s Bail 

17 Kursi Tamu Biro I Bailh 

18 Sofa Mahhota 2 Baik 
19 Televisi poltron 2 Baik 
20 Wireless Martin Roland 2 Bailh 
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21 Camera Film Canon/EOS 650 D 1 Baik 
22 Alat Rumah Tangga Toa/Toa 2 Bail 

Lainnva 
23 Alat Komunihasi radio 1 Baik 

uhf lainna 
24 Televisi Polytron 2 Baik 
25 PC Unit 12 Bai 

26 PC Unit Intel Core 13 1 Baik 

27 PC Unit HP Ai / 22TF0144D 2 Baik 
28 Laptop Toshiba /L8 40 2 Baik 

29 Laptop Acer /E-1766 I Bail 

30 Laptop Aus/X441MA 1 Baik 
31 Notebook Toshiba/NB510 1 Baik 
32 Printer Canon /IP 2770 1 Baik 
33 printer Canon MP527 1 Bail 
34 printer Canon pIXMA / PIXMA 1 Bai 

T5307 
(Surber Laporan lentaris Barang Kesbangpollinmas. Keadaan Dex.2023) 

Dari tabel sebagaimana tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan politil 

Daerah Kabupaten Ende memerlukan aset yang baru sebagai penunjang pelayanan 

antara lain LCD 1 Buah untuk elancaran pelaksanaan hegiatan dan Pagar Pengaman 

Kantor untuk keamanan asset kantor. 

22.3 Keuenmgan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten Ende pada tahun 2023 

mendapat alohasi anggaran belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan yang 

tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Alohasi anggaran ini 

digunahan untu membiayai seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan. 

Secara lebih jelasnya bondisi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 

Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.6. 

Anggersn den Reeliei Belenja laden Kebangpoldea kKbapeten lnde 2022-2023 

Anggaran pada Tahun (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun 
URAIAN Ro) 

2022 2023 2022 2023 
BELANJA 5.300.037.980 7-701.578.938 5.204.710.747 6.157.657.954 
BELANJA OPERASI 5.273.037.980 7-701.578.938 5.197.210.747 6.157.657.954 
BELANJA PEGAWAI 2.268.547.530 1.837.278.198 2.191.672.292 1.837.278.198 
BELANJA BARANGDAN JASA 2.074.330.428 2.102.000.000 2.048.378.433 2.096.471.146 

BELANJA HIBAH 957.160.022 3.757.160.022 957.160.022 2.223.908.618 
BELANJA MODAL - - 

BELANJA MODAL 7.600.000 - 7.500.000 - 

Surber : LRA Belen Ke t  lde Tahu .20.23 
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2.3 Kierje Peleyemne Pereglet Deereh 

Pencapaian Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah 

l<obupaten Ende seloma 2 tahun periode Renstra (2025 sampai dengan 2026) dopat 

dilihat pada table berikut : 

I 5  



Tabel 2.7 

KINERJA PELAVANAN PERANGKAT DAERAH 

TARGET RENSTRA SKpD REALISASI RENSTRA SKpD RATIO 
NO INDIKA TOR SpM IKK 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, 

----- ----- 100% 100% 100% 100% 66,67% 0% 80% 20% Agama, Kemasyarakatan dan Ebonomi 

2 Jumlah Parpol Yang dibina ---- 
.. 12 Parpol 12 Parpol 12 parpol 12 parpol 11 parpol 0 parpol 12 parpol 12 parpol 

---- ---· 8 8 8 7 6 0 7 7 Jumlah Pembinaan ldeologi, Waasan 
3 Kebangsaan, dan Karalter bangsa 

4 Prosentase Ormas dibina ---- 
... 44% 44% 44% 44% 38,96% 0% 40% 40% 

·---- ---- B B B B B - B B Nila! Al<IP Badon l<esatuan Bangsa don 
5 Politi Daerah Kab. Ende 
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enjelearn 

Capaian indihator-indikator kinerja utama Urusan Unsur Pemerintahan Umum 

untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima Perubahan RD]MD 

Tahun 2019-2024 aitu: "Menciptahan Pemerintahan yang Bersih,Transparan dan 

Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Naman bagi Pengembangan Usaha dan 

Kehidupan Masyarakat" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran 

indihator hinerja meliputi : 

1) llumleh enblinen ldeologi, Wease Kelengseen den lenralter 

bergs 

Pada tahun 2023 ditargethan Jumlah Pembinaan Ideologi, Waasan Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa yang dilakukhan sebanyak 1o Kegiatan yang menghasilhan 8 

Dokumen diantaranya: 

1. Kegiatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni) Tahun 2023 

2. Kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus 2023 

3. Kegiatan Apel Kesadaran 17 Bulan Berjalan 

4. Kegiatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2023 

5. Kegiatan Bela Negara 

6. Kegiatan Up2WK 

7. Kegiatan Forum Dembauran Kebangaan 

8. Kegiatan Paskibraka 

Namun arena beterbatasan anggaran, makanya realisasi untuk begiatan 

terebut hanya mencapai 6 hegiatan atau 62,50 % aitu Kegiatan Hari Lahir 

pancasila (1Juni), Kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus, Kegiatan Apel Kesadaran 

17 bulan Berjalan, Kegiatan Hari Pahlaan 10 Nopember, Kegiatan Paskibraka, 

Kegiatan Bela Negara. 

2.) lumlah erpel yenng dilline 

lumlah partai politilk ang dibina adalah jumlah parpol yang tercatat dan 

berhak untub menerima bantuan heuangan yaitu sebanyal 12 (dua belas) partai 

politik yang merupakan jumlah partai yang memperoleh kursi pada Demilu 

tahun 2019 - 2024. Regulasi yang mengatur tentang bantuan heuangan partai 

politik diatur dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara 

perhitungan, penganggaran dalam Angggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung 

jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. 

Fasilitasi bantuan beuangan partai politik ini dikoordinir oleh Bidang Politik 

Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Kabupaten Ende. Badon 
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Kesbangpol Kabupaten Ende sesuai tugas pohok dan fungsi hanya memberiban 

surat heterangan atas pengajuan berhas permohonan bantuan keuangan partai 

politik berdasaran proposal yang dibuat. Atas kelengkapan peryaratan data­ 

data dukung yang disampaikhan oleh partai politik he Badan Kesbangpol Daerah 

Kabupaten Ende akan dibuatban check List tersendiri yang ditanda tangani oleh 

Tim Verifikasi helenglapan administrasi bantuan keuangan hepada partai 

politik. Besaran bantuan beuangan partai politikh akhan disesuaihan dengan 

jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik tersebut. 

Program Demberdayaan dan Pengaasan Ormas yang berada pada 

Bidang hetahanan seni budaya, agama, hemasyarahatan dan ekonomi pada 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politih Kabupaten Ende. Bidang ini memiliki 

peranan dalam pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar di wilayah Kabupaten 

Ende untuk Ormas/LSM dan kelompok- kelompok organisasi yang berada di 

wilayah Kabupaten Ende. Regulasi yang mengatur mengenai pendataan 

organisasi masyaralat (ormas), lembaga sosial masyaralat diatur berdasarhan 

Pemendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan organisasi 

hemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah sedangkan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi Remasyarahatan. Badan Kesbangpol Kabupaten Ende 

berupaya memberikan pelayanan terbaik hepada organisasi emasyarahatan. 

Tercatat dari periode bulan Desember 2019 sampai dengan Desember 2023 sudah 

terhimpun sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Organisasi bemasyarahatan (Oras) 

dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang elonomi, 

sosial, budaya, bemasyarabatan dan agama, pendidikhan, teknologi dan lain­ 

lain.jumlah Ormas yang dibina sebanyak 30 ormas sehingga capaiannya sebesar 

38,96% sedangkan target yang ditetaphan dalam RDJMD sebesar 44% dan belum 

mencapai target. 

Calupan Dembinaan Agama, Kemasyarahatan dan Ebonomi 

menjawab dua program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah 

Kabupaten Ende yaitu Program Ketahanan Ehonomi, Sosial dan Budaya 

serta program Peninghatan Kewaspadaan Nasional dan Deningkatan 

kualitas dan fasilitasi penanganan konflil sosial. Dada program betahanan 

ehonomi memilihi peranan pembinaan Agama dan Ehonomi. Salah satu 

peran pembinaan Agama yakni Koordinasi kegiatan FKUB dengan 
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Kementrian agama dan para pengurus FKUB Kabupaten Ende. Pembinaan 

Eonomi selalu melakukan hoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan 

Derdagangan mengenai henaikan harga - harga Sembilan Bahan Pokok 

dan Kenaihan Harga di Pasaran. Sedanghan Untuk Pembinaan 

Kemasyarakatan melalui Program Kewaspadaan Nasional dan 

penanganan Konflik Sosial melakuban penyelesaian honflik sosial yang 

terjadi. Selama tahun 2023 ada 3 konflik sosial yang terjadi di tahun 2023 

adalah: 

1. Konflik Perkelahian antara pemuda di Desa Kotabaru Kecamatan 

Kotabaru 

2. Konflik Hal Ulayat tanah di Desa Detupera Kecamatan Lio Timur 

3. Konflil Tauran antar pelajar antara sisa SMK 1 dan sisa SMK 2 Ende 

di Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur 

Dari hetiga honfli yang terjadi ada 2 bonflik yang sudah diselesaihan aitu 

honflik Hak ulayat tanah di Desa Detupera dan Konfli Tauran antar 

pelajar di hecamatan Ende Timur. 

Sehingga Prosentase untub Cabupan pembinaan Agama, hemasyarabatan 

dan ebonomi adalah sebesar 66,67%. 

5) Persentese Detell Dini den penimglarten laelltes den fesllitesi 

pemengerme lonflil soiel 

Pada tahun 2023 target Porentase Deteksi Dini dan peninghatan kualitas 

dan fasilitasi penanganan bonfli sosial 100%. capaian terhadap indihator ini 

adalah 166,67% dimana jumlah deteksi dini sebanyak 5 basus dibagi Jumlah 

Penanganan bonflik sosial sebanyak 3 hasus. 

24 Kelempel Sesaren Lary«men 

Dalam pelaksanaan tugas pohok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka 

helompoh sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politi antara lain sebagai 

berikut: 

a. Pemerintah Desa 

b. Organisasi Masyarakat 

c. Lembaga Sadaya Masyarahat 

d. Partai Politi 

e. Forum Keaspadaan Dini Masyarakat 

f. Tim Keaspadaan Dini Daerah 
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g. Tim Penanganan Konflih Daerah 

h. Forum Komunikasi Umat Beragama 

i. Lembaga pendidihan (SMP, SMA, Perguruan Tinggi) 

j. Dinas / Intansi ertikal 

Selain sasaran belompok layanan tersebut, dalam rangla kelancaran tugas dan fungsinya, 

maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjalin boordinasi dengan stakeholder 

terhait seperti: 

1. DPRD 

2. Kepolisian Resort 

3. Komando Distrik Militer 

4. Kejaksaan Negeri 

5. Pengadilan Negeri 

Adapun Faktor-faktor heberhasilan yang dapat diidentifikhasikan berdasarhan factor internal 

dan e/sternal adalah sebagai beribut: 

a. Adana omitmen bersama untuk menjaga situasi Kabupaten Ende tetap 

hondusif 

b. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal 

c. Demanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarahat secara 

maksimal 

d. Tersedianya jejaring herja dan data yang akurat untuk terlaksananya 

perencanaan pembangunan yang partisipatif 

e. Terlaksananya boordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi bail secara 

vertical maupun horizontal, terutama dalam rangha memberi bimbingan, 

petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas. 

f. Termanfaathannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya. 
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BAB II 

PERMASALAHAN DAN I$U-I$U STRATEGIS 

3,1, erneselehe eleryemen ernnglet Deerelh 

Permasalahan didefinisiban sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/bondisi yang 

belum sesuai dengan yang diharapban, sedanghan Isu strategis adalah bondisi atau hal 

yang harus diperhatikan atau dihedepankan. 

permasalahan pelayanan Peranghat Daerah diuraihan berdasarhan urusan yang 

menjadi beenangan dan tanggungjawab, Tugas pohok dan fungsi serta indikator kinerja 

Deranghat Daerah yang menjadi tolok ukur heberhasilan capaian kinerja Peranghat 

Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terbait 

dengan urusan yang menjadi heenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis 

peranghat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. 

Menyihapi permasalahan pembangunan daerah yang berhembang pada saat ini, 

maha permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politi antara lain 

sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut: 

Tabel.3.1 
Pemetaan Permasolahan dan Upaya Pemecahan Masalah 

regrem ermaselehen lprye Permecahen Mieseleh 

Program Penguatan Belum optimalnya Melalsanaban hegiatan 

ldeologi Pancasilo dan pemahoman masyarakat pembinaan idelogi, awasan 

Karakter Kebangsaan tentang ideologi, aasan hebangsaan dan rasa cinta tanah 

hebangsaan dan rasa cinta air untuk masyaralat dengan 

tanah air cahupan yang lebih luas lagi 

Program Peninghatan Belum optimalnya Lebih attif mendatangi porpol 

peran Portai Politih don pemohomon masyarahat untuh Menyelesaiban administrasi 

Lembaga pendidihan tentang pentingnya hibah bantuan beuangan sehingga 

Melalui Pendidikhan Politik pengetahuan politik dan semakin tinggi jumlah porpol 
dan Dengembangan Etiha demolrasi dalam penerima hibah dan semakin 

serta Budaya Politik penyelenggaraan pemilu tinggi juga tinghat pendidiban 

maupun pemerintahan politih masyaralat 

Program Pemberdayaan Masih adanya ormas yang Lebih aktif mendatangi ormas­ 

dan Pengawasan Organisasi tidal melapor dan tidal ormas yang ada di Kabupaten 

Masyarabat mendaftarban diri untulk Ende untuk memberikan eduhasi 

medapathan SKT dan bimbingan mengenai 

peraturan perundang-undangan 

Program Pembinaan don Masih adanya bonflil Memperluat kinerja forumforum, 

Dengembangan Ketahanan berbasis sosial, elonomi darn meninghatban sosialisasi, 

Eonomi Sosial Budaya budaya di Kabupaten Ende monitoring dan evaluasi 

program Peninghatan Masih adanya gangguan Meningkathan detelsi dini 

Keaspadaan Nasional dan hetertiban di masyarakat dankeaspadaan, 

Peninghatan Kualitas dan yang mengganggu pemantapanforumserta berjasama 

bondusifitas daerah 
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Fasilitasi Penanganan dengan instansi terbait untul 

Konflih Sosial hoordinasi yang lebih bail 

3.2. ls lsu Stretegis Perenglet Deerah 

Berdasarhan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis 

Badan Kesatuan dan Politi tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut: 

a. Belum optimalnya deteksi dini dan sinergitas pemerintah dalam memetakan 

potensi honflil 

b. Kurangnya sosialisasi tentang wawasan ebangsaan 

c. Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda 

d. Rendahnya pemahaman pendidiban politik di masyarahat (partisipasi, etiha 

politik) 

e. Belum optimalnya Pendidihan politik melalui lembaga pendidikhan. 

f. Kurangnya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan ormos oleh 

pemerintah 
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BAB 

TU JUAN DAN SASARAN 

Tujuan menunjukhan suatu bondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa 

mendatang. Tujuan ditetapkhan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan 

akan mengarahban perumusan sasaran, hebijakan, program dan kegiatan Badan 

Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende. 

Sasaran merupaban penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarban hal yang ingin 

dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakuban untuh mencapai tujuan. Oleh 

barenanya sasaran yang ditetaphan diharaplan dapat memberikan fokus pada 

penyusunan program dan hegiatan. Untuk heperluan pengukuran hetercapaian tujuan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politi diperlukan sejumlah sasaran yang menggambaran 

bondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2026. 

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende 

Tahun 2025-2026, maha Tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politi 

Tahun 2025 -2026 adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Badan Kesbangpol Daerah adalah : 

Terwujudnya Stabilitas Daerah yang amen dan tertib 

2. Sasaran adalah : 

Meninghatnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat 

4.2 Cascading Kinerje Perengket Deereh 

Untuk Mengetahui gambaran heterhaitan antara tujuan, sasaran Peranglat 

Daerah adalah seperti pada tabel berikut : 

Tabel 4.1. 

Tujuan dan Sasaran Jangha Menengah Pelayanan Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende 

TUIUAN/SASARAN/ 
TARGET KINERIA SASARAN 

INDIKATOR 
SATUAN 

PADA TAHUN he (%) 

pROGRAM TUJUAN/SASARAN/PROGRAM 

Kondisi 
2025 2026 

Ahir 

Deriode 

­ 
-2 -3 -5 -6 -7 

Tujuan: 

Terwujudnya prosentae Penyelesaian Potensi 
% 43% 44% 44% 

Stabilitas Daerah Konflih Sosial 

yang aman don 

tertib 



Sasaran: 

Meninglatnya Raa proentae Denelesaian Potensi 
% 43% 44% 44% 

Amon dan Nyoman Konflil Sosial 
Bagi Mayaralat 

program : Penguatan 
Cakupan Pembinaan ldeologi, 

ideologi Pancasia 

dan Karalter 
Waasan Kebangsaan dan % 68% 69% 69% 

Kebangaan 
Karalter Banga 

program : 
Peninghatan Peran 

prosentae Parpol Deenerima 
Partai Politik dan 
Lemnboaga Pendidilean 

Hibah yang menyelesaiban 
administrasi sesuai betentuan dan % 96% 97% 97% 

melalui Pendidiban 
peraturan perundang-undangan 

politik dan 
Pengembangan Etila 

yang berlaku 

erta Budaya Polit ill 

program : 

Demberdayaan dan 
roentae Organisas 

pengawasan 
Mayaralat (Ormas) yang dibina 

% 46% 47% 47% 

Organisasi 
Kemayaralatan 

program : 

Pembinaan don prosent ae Penanganan Dotersi 
pengembangan Konflil Ber basis Eonomi, Sosial % 68% 69% 69% 

Ketahanan Eonomi, dan Budaya 
Soial dan Budaya 

program: 
Peninglatar 
Kewaspadaan 

Cakupan Pelaksanaan Koordinasi 
Nasional dan 
Deninglat an Kualit a 

Kewapadaan Daerah dan % 77% 78% 78% 

dan Fasilit asi 
Denonganan Konfi Sosiol 

Denanganan Konflil 
Sosial 

Saaran 2 :  
Niloi AKIP Badan Kesbangpol 

Meningkat ban Predihat B 8 8 

Aluntabilit as Kinerja 
Daerah 

program : 
Denyelenggaraan Administrasi 

Denunjang Uruvan Derhantoran Peranghat Daerah 
% 100% 100% 100% 

Demerint ahan secara efeltif dan efisien selama 1 
Doeroh tahun 
Kabupaten/Kota 



BAB 

$TRATEGI DAN ARAN KEBIJAKAN 

5.f $retegi den Kelbijelven 

Strategi dan arah hebijahan merupahan cara dan arah tindahan yang diambil oleh 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politi dalam rangka menyelesaihan permasalahan dan 

menyikapi isu strategis guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetaphan. 

Adapun Strategi dan arah hebijahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politih tahun 

2025-2026 dapat dijabarhan pada tabel di baah ini. 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijahan 

Arel Kebijale fjam $esenren $trertegis 

Terwujudnya Stabilitas Meninghatnya > enguatan don > Derumusan Kebijahan 
Daerah yang oman don Rasa Aman clan Pembinaan dan Pemantapan 

tertib Naman Bagi ldeologi Pancasila Delaksanaan Bidang 
Masyarakat dan karakter ldeologi dam Karakter 

Bangsa Kebangsaan 
► Penguatan dan ► Perumusan Kebijakan 

Pembinaan peran dan Pemantapan 
parpol dan Pelasanaan Bidang 
lembaga pendidihaan politik dan 
pendidikan melalui pengembangan Etiha 
pendidikan politik serta Budaya Politik 

► Pengendalian, ► Perumusan Kebijakan 
pendataan don dan Pemantapan 
pengawasan pelaksanaan Bidang 
organisasi pemberdayaan dan 
emasyarakatan pengawasan organisasi 

hemasyarahatan 

► Perumusan Kebijahan 

► Pengendalian dan dan Pemantapan 

pembinaan Delalsanaan Bidang 

betahanan betahanan elonomi, 

organisasi social, don budaya 

emasyarabatan 
terhadap elonomi, 
social dan budaya 

> peningkatan ► Perumusan Kebijakan 
onflit social yang don Pemantapan 
ditangani setiap beaspadaan nasional 
tahun dan penanganan 

konflih sosial 
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BAB I 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijalan yang telah 

ditetapkan, maha perlu penjabaran operasional yang lebih rinci he dalam program, begiatan, 

dan sub begiatan yang disertai indihator kinerja untuk tiga tahun mendatang. 

Rencana program dan begiatan, indihator inerja belompok sasaran dan pendanaan indihatif 

dapat digambarhan dalam tabel rencana program hegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik yang meliputi tentang program, hegiatan, sub hegiatan, dan indihator kinerja yang 

dilenghapi dengan data capaian pada tahun awal hegiatan serta dilenghapi oleh target 

inerja program selama 2 (dua) tahun yang alan datang sebagaimana yang ditampilkan 

pada Tabel 6.1 



Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 

Target Kinerja Program dan 
Indilator Kinerj Tujuan, Dat Capian Awl Kerangka Pendanaan 

Unit erja Penglt Program / Kegitar/ Sub Sasaran, Program (Outcome), Perencnaan (Tahun2023) Tujuan Sasaran Kode 
Daerah Lokasi Kegiatan Kegitan (Output dan Sub 

Penangqungiawab egitan (Output) 
Kondisi Kinerj pad AitirPeriode 

Tahun 2025 Thun 2026 Renstra 
Penn@tat Denah 

Stuan capaian Target Ro Tar@et Ro Taraet Ro 

erwujudnya Stabilitas Daerah yang aman dan tertib Prosentase Penyelesian 

Potensi Konflik Sosial 

PROGRAM PENGUA TAN IDEOLOGl .akupan Pembinaan 

8 01/02 
PANCASIUA DAN KARAKTER deologi, Wawasan 

66 % 100% 68% 320.000.00¢ 69% 330.000.000 69% 650.000.000 KE8ANGSAAN Kebangsaan dan Karakter 

Bangsar 

Perumusan Kebijplan Telnis dan Tenedlanya Dolurer Badan Kesatuan 
8 01+02 1.01 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kabijolan Tells dar Dokumen 5 320.000.000 5 ll0.000.000 5 650.000.000 

Bangsa dan Politik Demnantarpon Delalanaar 
Derah Ideologi Pancasila dan Karakter Bidang ldeologi Pancasl 

Ba4A dan Karalter 

Pelaisanaan ebijalan di Bidang Jumlah 0rang Yang 
ldeologi, Wawasan Kebngsaan mengiluti Pelaksanan 

8 0102 1.01 03/Bela Negara, Karaiter Kebangsaan, 
Kebijalan di Bidang ldeologi 

0rang 0 30 0rang 5.000.000 30 0rang 5.500.000 60 0rng 10.500.000 Badan estuan Bangs 
Pembauran Kebangsan, Bhinek 

dan Politik Daerah Tungga Ila dan Sejanah Wawsan Kebngsaan Bela 

Kebangsaan Negara, Karalter Kebangsaan, 

Pembauran ebangsan 
Bhinel Tunggal lka dan 

Se]rah Kebangsaan 

Pelalsanaan Koordimsi di Bidang Jumlah 0rang Yang 
Ideologi, Wawasan Kebngsaan mengikuti Koordinasi di 

8 01/02  1.01 04[ gel  Negara, Karaikter Kebangsaan, 0rang 
300 300 0rang 150.000.000 300 Orang 152.500.000 600 Orang 302.500.000 Pembauran Kebangsan, Bhineka Bi«dang Ideologi, Wawasan 

Badan Kesatuan Bangsa 
Tunggal lia dan Sejarah Kebngsaan, Bela Negara, dan Politi Daerah 
Kebangsaan Karakter Kebangsaan 

Pembauran Kebangsan, 

Bhinel Tunggal la dan 

Sejah Kebangsaan 

Pelalsanaan Monitoring Evaluasi Jumlah lporn hasil 
dan Pelaporn di Bidg Ideologi monitoring, evaluasi dan 
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Wawasan ebngsaan, Bela Negara pelaporan di Bidang Ideologi 12 12 5.000.000 12 Laporan 5.500.000 24 Laporan 10.500.000 Badan estuan Bangs 
8 01 02 1.01 [gaiter Kebangsaan, Pemburn Wawsan Kebngsaan, Bela Laporan Laporan dan Politik Daenah 

Kebangsaan Bhinela Tunggal Ii Negara, Kaniter ebangsan, 
dan Sejarah ebangsan Pembauran Kebangsaan, 

Bhinel Tunggal Ila dan 
Sejarah ebngsan 

embinaan terhadap aktivitas Jumlah Laporan Hasil 
epaskibralan dan Purna Pembinaan terhadap 

Badan Kestuan Bangsa 8 01/02 1.01 psbni aktivitas 
Laporan 

12 12 2.500.000 12 J.500.000 24 Laporam 6.000.000 dn Politi Derah 
kepaskibrakaan dan Laporan 

Purna Paskibraka 

Pembentukan Paskibraka 
Jumlah Paskibraka 

8 01 02 1.01 05 0rang 
74 27 0rang 150.000.000 27 0rang 152.500.000 540rang 302 500.000 Badan Kesatuan Bangs 

dan Politik Daenah 

Pelaksanaan Tugas Purna Jumlah Laporan Hasil 
Paskibaraka Duta Pancasila Pelaksanaan Tugas 

Badan etuan Bangs dr 8 01 02 1.01 05 
Purna Paskibaraka Duta 

Laporan 
12 12 2.500.000 12 J.500.000 12 6.000.000 Politik De rah 

Pancasila Laporan Laporan Laporan 

Pelaksanaan Tugas Purn Jumlah Laporan Hasil 
Paskibaraka Duta Pancasila Pelaksanaan Tugas 

8 0 1/ 0 2  1.01 05 Laporan Badan estun Bang dar Purna Paskibaraka Duta 12 12 laporan 2.500.000 12 laporan l.500.000 12 laporan 6 000.000 Polit#l Dae rah 
Pancasila 

Pengangkatan Purna Jumlah Pengangkatan 
Paskibraka Duta Pancasila Purna Paskibraka Duta 

8 0 1/ 0 2  1.01 05 0rang 
27 27 0rang 2.500.000 27 0rang l.500 000 27 0rang 6.000.000 

Badan esatuan Bagsa dar Pancasila 
Politii De rah 

PROGRAM PENINGKATAN PERAN Prosentase Parpol Penrim 

8 pt p3 PARTAI POUTIK DAN LEMBAG4 Htbah yang menyelesiln 
PENDIOIKAN MELALUI 

Administrasi Sesuai Ketentuan 
Persen 96,60 96 % 1.000.000.000 97% 1.010, 000.000 979% 2010.000.000 

PENDIDIKAN POLITIK DAN 
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA dan Peundang-undangan 

BUDAYA POLITIK yang berlalu 

Perumusan ebijalan Telnis da Terediya Dolume 
8 p1 bp3 1.01 Pemantpan Pellsaraan Biding Kebijaln Teknis dan Dokumen 2 4 5 9 

Pendidilain Politi, Etila Buday 
Pemantapan Pelalsanaan Dokumen 1.000.000.000 Dokumen 1,010,000.000 Dokuren 2010.000.000 Badan eta hang 

Politik, Peningltan Demolrsi dan Politik Daerh 
Fasilitasi elembagaan Bidang Bidang Pendidiln 

Pemenintahan, Perwatilandan Politi, Etila Buday Politik, 
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Prtai Politi, Pemilitan Peninglatan Demolrsi 
Umum/Pemilihan Umum Kepal Fasilitasi Kelembagaan 
Daenh serta Pemantauan Situasi Pemerintatan, Perwklandan 
Politil Prtai Politil, Pemilitan 

Umum/Pemilihan Umum 

epala Denh serta 

Pemantau Situasi Politi 

Pelalanaan Kebijln di Bidang Juml Orang Yang 
Badan Kestuan Bngsa 

8 o1 o3 1.01 03 Pendidikn Politi, Etil Buday mengiluti Pelalsanaan Orang 100 12 0rang 800.000.000 12 0rang 810.000.000 24 0rang 1.700.000.000 dan Politi Daerah 

Politil Peninglrta Demoinasi 
Kebiln di Biding 

Fusilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwlilandan 

Pendidikn Politik, Etil 

Parti Politik, Pemilihan Buday Politik, Peningiatan 

Umum/Pemiihan Umum epala Demolrasi Fasilitasi 

Daerah serta Pemantauan Situasi Kelembagaan Pemerintaban, 
Politik di daenh Perwlilndan Prtai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilitan 

mum Kepala Derah serta 

Pemantauan Situsi Politikdi 

daerah 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah 0rang Yng Badan Kesatuan Bang5a 

8 01 03 1.01 04 Pendidiln Politi Etil Budy mengiluti Koordinasi di 
dan Politi Dent 

Politik, Peningitan Demolrsi Biding Pendidian Politik, Orang 300 200 0rang 100.000.000 200 0rang 100.000.000 300 0rang 100.000.000 

Fusilitsi Kelembaga 
Pemerintahan, Perwakilandan Etil Buday Politi, 

Prti Politik, Pemihihan Peningiatan Demoknsi, 

Umum/Pemilihan Umum epala Fasilirtasi Kelembagaan 
Derah serta Pemantauan Situasl Pemerintatan, Perwakilandan 
Politik di daenh Prti Politil, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum 

Kepala Daerah serta 

Pemantauan Situasi Politikdi 

derah 

Pelalsanaan Monitoring Evaluasi Jumlah laporn hasil Badan Kesatuan Bangs 

l8 b b3 1.01 os dan Pelaponn di Pendidian monitoring evaluasi dan dan Politik Daerah 

Politi, Etila Buday Politik pelaporn di Pendidian Politik, 
Peningltn Demolkrsi Fasilitasi £ti Budy Politik Laporan 12 12 Laporar 50.000.000 12 50.000.000 24 Laporan 100.000.000 

Kelem bagaan Pemerintatan Peningltan Demolnsi Lapoaran 

Perwkilndn Prtai Politik, Fiitsi Kelembag 
Pemilitan Umum,/Pemilihr Pemerintatan, Perwkilndan 

Umum Kepala Daert serta Partai Politik, Pemilihan 

Pemantauan Situasi Politik di Umum/Pemilitan Umum 
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daerath Kepal Daenah serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
daerat 

06 
Badan Kesatuan Bang5a 

[8 p1 3 1. 0 1  Pelalsanaan Tugas Paskibrla Jumlah Laporan Kegitan dn Politil Daerah 
Paskibarala Laporan 12 12 Lapora1 50.000.000 12 Laporan 50.000.000 24 Laporan 100.000.000 

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

8 p1 4 PENGAWASAN ORGANISASl 
Proentase Orms yang 

KEMASYARAKATAN 
dibina 

Persen 44 46% 360.000.000 47% 355.000.000 47 % 715.000.000 

Permusan Kebijalan Teknis dan Teredianya Dolumen 
8 p1 4'1.01 Pemantapan Pelalisanaan Bidang Kebijalan Teknis dan Dokumen 2 4 5 244.950.000 Badan Kesatuan 

Pemberdayaan dan Pengwasan Dokumen 360.000.000 Dokumen 355.000.000 Bangsa dan Politik 
0rganisasi Kemasyaralatan 

Pemantapan Pellsanaan 
Daerah 

Bidang Pemberdyan dan 
Pengawsan 0rganissi 

Kemasyaralatan 
Pelksanan Kebijalan di Bidang Jumlah 0rang Yang 

8 01 04 1.01 o3 Pendaftaran Orms, mengiluti Pellsanan Orang 30 50 0rang 100.000.000 50 Orang 100.000.000 100 0rang 200.000.000 Badan Kesatuan 
Pemberdayaan 0rms, Evaluasi Bangsa dan Politik 
dun Mediasi Sengieta 0rmas Kebikn di Bidang 

Daerah 

Pengawasan 0rmas dan 0rmas Pendaftaran 0rms, 

Asing di daerah Pemberdyaan 0rmas 

Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa 0rmas, Pengawasan 

0mmas dan 0rmas Asing di 

daerah 

Pelaksanan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang Yang 
8 01 04 1.01 04 Pendaftaran 0rmas, mengikuti Koordinasi di Badan Kesatuan 

Pemberdayaan 0rmas, Evaluasi Orang 30 50 Orang 100.000.000 50 0rang 100.000.000 100 Orang 200.000.000 Bangsa dan Politik Bidang Pendaftaran 0rmas, 
Daerah dan Mediasi Sengieta 0rmas 

Pemberdayan 0rmas Pengawasan 0rmas dan 0rmas 
Asing di daerah Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa 0rmas, Pengawasan 

0mmas dan Orms Asing di 

daerah 



Pelakcsanaan Monitoring. Evaluasi Jumlah laporn hasil 
'8 b1 04 l1.01  05 [dan Pelponn di Bidang monitoring. evaluasi dan Badan Kesatuan 

Pendaftaran Ormas, Laporan 12 12 Laporan 60.000.000 12 Laporar 55.000.000 24 Laporan 115.000.000 Bangsa dan Politik 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi pelaponn di Bidang Daerah 

dan Medisi Sengketa Ormas, Pendaftaan Orms 

Pengawsan Ormas dan 0rmas Pemberdyan Ormas, 
Asing di derah Evaluasi da Mediasi 

Sengketa Ormas, Pengawasan 
Ormas dan Orms Asing di 

daeat 
PROGRAM PEMBINAAN DAN Prosentase 

8 b1 05 PENGEMBANGAN KE TAHANAN 
Penanganan Potensi Persen 66 68% 110.000.000 69% 120,000.000 69% 230.000.000 

EKONOMI, SO5UAL DAN BUDAYA 
Konflik berbasis 

Ekonomi, Sosial dan 

Budaya 

Permusan ebijlan Telnis dan Teredianya Dokumen 
8 p1 p5 1.01 Pemantpan Pellsanan idang Kebijlan Ieinis d Dokumen 2 4 Dokmen 110.000.000 5 120.000.000 5 230.000.000 Badan Kesatuan 

Ketahanan Elonomi, Sosial dan Dokumen Dokumen Bangsa dan Politik 

Buday 
Pemantapan Pelalsanaan Daerah 
Bidang etahanan Ekonomi, 
Sosial dan Buday 

Pellsanaan Kebijakan di Biding Jumlah Orang Yang 
le b1 bos 1.01 o3 Ketahtan Ekonomi, Social, mengilti Pelalsanan 0rang 35 40 0rang 30.000.000 45 0rang 35.000.000 85 65.000.000 Badan Kesatuan 

Budsya dan Fallitasi Pencegahan Bangsa dan Politik 

Nariotila, Fsilitasi Kerukunan 
Kebilan di Bidng Daerah 

Umat Benagama, dan Penghayat Ketahahan Ekonomi, Social, 

Kepercyaan di daerah Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Nariotil 

Fasilitasi Kerulkunan Umat 

Bergama, dan Penghyat 

Kepercayaan di daerah 

ls b bs 04 
Pelalsanaan oordinasi di Bidang Jumlah 0rang Yang 

1.01 Ketahahan Ekonomi, Social, mengiuti Koordinasi di 
Budaya dan Fasilitasi Pencegatan 0rang so 50 Orang 50.000.000 55 0rang 55.000.000 105 105.000.000 Badan Kesatuan 

Bidang Ketahahan Ekonomi, Bangsa dan Politik Narkotila, Fasilitasi Kerulunan 
Social, Buday dan Fasilitasi Daerah Umat Beragama, dan Penghayat 

Kepercayaan di daerah Pencegahan Narkotia 

Fasilitasi Kerlunan Umat 

Beragam, dan Pengtayat 

Kepercayaan di daerat 
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Pelalsanaan Monitoring. Evaluasi Jumlah laporan basil 
8 p1 p5'1.01 p5 dan Pelponn di Bidng monitoring. evaluasi dan 

Ketahahan Elonomi, Social Laporan 12 12 Lap0rat 30.000.000 12 Laporan 35.000.000 24 65.000.000 Badan Kesatuan 
Buday dn Fasilitasi Penceghan 

pelponan di Biding 
Bangsa dan Politik 

Narcotika, Fsilitasi erukunan Ketahahan Elonomi, Social, Daerah 
Umat Beragama, dan Penghayat Budaya dan Fasilitasi 

Kepercayaan di daerat Pencegatan Narkotii 

Fasilitasi erulkunan Umat 

Beragama, dan Pengtayat 

Kepercayaan di derah 

PROGRAM PENINGKATAN Calupan Pelalnean 

8 p1 06 KEWASPADAAN NASIONAL DAN 
Koordinasi Kewspadean 

PENINGKATAN KUALITAS DAN 
Daerah dan Penanganan Persen 75 77 Persen 260.000.000 78 Persen 270.000.000 100,00 530.000.000 

FASILITASI PENANGANAN 

KONFLIK SO5LAL 
Konffik Sosial 

Perumusan Kebijalan Telnis din Teredianya Dolumen Badan Kesatuan 
8 p1 p6 1.01 Pemantapan Pelaksanaan 

ebijakn Teknis dn Dokumen 2 4 260.000.000 5 270.000.000 5 530.00.000 Bangsa dan Politik 
Kewspadaan Nasional dan Daerah 

Penanganan Konflik Pemantapa Pelaksaaan 

Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan onflik 
Pelaksanaan Kebijalan di Bidang Jumlah 0rang Yang Badan Kesatuan 

B 01 06'1.01 03 Kewaspadaan Dini, Kerjasama mengikuti Pelalksanaan Orang 20 20 0rang p20.000.000 25 0rang 25.000.000 45 0rang 45.000.000 Bangsa dan Politik 
Intelijen, Pemantauan 0nng Daerah 

Asing Tenag Kerj Asing 
Kebijaln di Bing 

Kewspadaan Perbatasan antar ewspadaan Dini, Kerjasama 

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Intelijen, Pemantauan Orang 

Bi«dang ewspadaan serta Asing. Tenaga Kerja Asing 
penanganan konflik di daerah Kewaspadaan Perbat2san 

antar Negara, Fasiitasi 
Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan serta 
penanganan konflik di daerah 

Pelalsanaan Kordinasi di Bidang Jumlah Orang Yang Badan Kesatuan 
8 01 06 1.01 04 Kewaspadaan Dini, Kerjasama mengikuti Koordinasi di Bangsa dan Politik 

Intelijen, Pemantauan Orang orang 30 330 0rang 20.000.000 35 0rang [25.000.000 65 0rang 45.000.000 Daerah Bidang Kewaspadaan Dini 
Asing Tenaga Kerja Asing 

Kerjasama intelijen Kewspadaan Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Pemantauan Orang Asing 

Bidang Kewspadan serta Tenaga erja Asing 
penanganan konflik di daerah Kewaspadaan Perbatsar 

antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang 



Pelalsanan Monitoring. Evaluasi 
$8 p1po6/1.01 p5 [an Pelporn di Biding 

Kewaspadan Dini, Kerjasam 
Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing. Tenaga Kera Asing 
Kewaspadan Perbatsan antar 
Negara, Faslitasi Kelembagaan 
Bidang Kewaspadaan serta 
penanganan konflik di daerah 

Kewaspadaan serta 

penanganan konfiii di daenh 

Jumlah laporan basil 

monitoring evaluasi darn 

pelporan di Bidang 

Kewaspadan Dini, Kerjasam 

Intelijen, Pemantau Orang 
Asing Ienag Kerja #sing 
Kewspadaan Perbatasan 

atar Negara, Fasilitasi 

Kelembagan Bidang 

Kewaspadan serta 

peanganan konflik di derat 

aporan 12 12 Lapornb20.000.000 12 Laporan]20.000.000 b2 40.000.000 

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politi 

Daerah 

Pelaisanaan Forum Koordinasi 
8 0 1 06 /1 . 0 1  06 ]Pimpinan Denah Katbupaten 

Jumlah dolumen basil 

pelalsanaan Forum 

Koordinasi Pimpinan Daerah 

Kabupaten 

Dokumen 12 12.Lporan]200.000.000 12 210.000.000 b24 410.000.000 

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

Daerah 

Terwujudnya Stabilitas Dae@ah yang man dan tertib Prosentase Penyelesian 
66.% 67$% 67% Potensi Konflik Sosial 

Meningitnya Aluntabilitas Klnerja Nili AKIP Badan Kesbangpol 
- Nilai C 8 8 B Daerah Kab. Ende 

5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Penyelenggran 
% 100,00 100,00 3.130.154.73¥ 100,00 3.202.118.37$ 100,00 I 

PEMERINTAHAN Perlantoran Peranglat Deerh 

Perencnaan, Pengangganan, dun Meningltnya Indels Badan Kesatuan 

$ 01 01 2.01 Elsi inerja Perangirt Daerah Perencanaan, Pengaggaran dn Indels 100 Indeks 26.000.000 Indeles 27.000.000 Indeks 26.000.000 
Bangsa dan Politik 

Elsi inerj Peonglat 
Daerah 

Dent 

5 01 01 201 «,[Penyusunan PerencanaanPerangkat Jumlah Dolumen Dokumen 
Badan Kesatuan 

Daerah PerencanaanPerangkat 
1 2 2500.000 2 2.500.000 2 Dok 5.000.000 Bangsa dan Politik 

Daerah Daerah 

Jumhah Dolumen RKA-$KPD dan Badan Kesatuan 
5 01 01 201 

Koordinasi dan Penyusnar Laporn Hail Koordinsi Dokumen 2 500.000 Bangsa dan Politik 0?]qA. $KPD I 1 1 2.500.000 2 Dok 5.000.000 
Peryusunan Dokumen RKA. Daerah 
$5KP0 

Jumlah Dolkumen Perubatan Badan Kesatuan 

5 01 01 2.01 
/oordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil 

Dokumen 1 1 5.000.000 1 5.000.000 2 Dok 10.000.000 
Bangsa dan Politik 

ens»a .at Ka»sang)etc, 'Jar ±es -A6A 7% 



Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Daerah 
Dokumen 
Perubatan RKA-5KPD 

oordinasi dan Penysunan um/ah Dolumen DPA-SKPD Badan Kesatuan 
5 01 01 201 4[pp.5KD dalaporn Hasil Koordinasi Dokumer 1 1 5.000.000 1 5.000.000 2 Dok 10.000.000 Bangsa dan Politik 

Penyusunan Dokumen DPA­ Daerah 
5PD 

Jumlah Dolumen Perubahan Badan Kesatuan 
5 01 01 2.01 pe ]Koordinasi dan Penyuunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Dolumen 1 1 5.000. 000 1 5.000.000 2 Doi 10.000.000 

Bangsa dan Politik 
Perbahan DPA- $KPD Koordinasi Peryusunan Daerah 

Dolumen 
Perubahan DPA-$KD 
Jumlah Laporan Capan Badan Kesatuan 

Koordinasi dan Penyusunan 
Kinerjadan /ihtisar Realisasi Bangsa dan Politik 

Kinerja SKPD dan Lporan Daerah 
5 01 01 201 06 /Lap0nan Caplan Kinerja dan Laporan 12 12 3.000.000 12 4.000.000 24 Laporan 7.000.000 

Ikhtisar Relissi Kinerj» $KPD Hasil Koordinasi Penyusunan 
LaporanCpaian Kinerja dan 
ichtis 
Realisasi Kineria 5KPD 

5 01 01 2.01 « /Evaluasi inerja PerangktDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Laporan l l 3.000.000 l 
Badan Kesatuan 

KinerjaPerangkat Daerat 4.000.000 6 Lporan 7.000.000 Bangsa dan Politik 
Daerah 

Administrs KeuanganPernglat Indels Pelyran Administrsl 100 100 100 Badan Keatuan 
5 01 01 2.02 

Daerh eungan Peranglat Derah 
Indeks 80 Indels 2.600.000.000 Indelks 2.650.000.000 Indeks 5.250.000.000 Bangsa dan Politik 

Daerah 

~,JPenyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerim Badan Kesatuan 
5 01 01 2.02 

ASN Gajidan Tunjangan ASN 0rang/bulan 20/14 20/14 2.500.000.000 20/14 2.550.000.000 20/14 5.050,000,000 Bangsa dan Politik 
Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Badan Kesatuan 

5 01 01 202 02 
Penyediaan Administrasi 

Penyediaan Administrasi Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 2 0ok 20.000.000 
Bangsa dan Politik 

Pelaksanaan Tugas ASN Daerah 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Pelaksanaan Penatausahaandan Jumlah Dokumen Badan Kesatuan 
5 01 01 2.02 OJ Pengujian/Verifilasi Keuangan Penatausahaan dan Dokumen 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 Dok 20.000.000 Bangsa dan Politik 

5KPD Pengujjan/Verifikasi Keuangan Daerah 

$KPD 

Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen K0ordinasi Badan Kesatuan 
5 01 01 2.02 

04 Akuntansi 5KPD dan Pelaksanaan Akuntansi Dokumen 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 Dok 20.000.000 Bangsa dan Politik 

5KP0 Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Badan Kesatuan 
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5 b1p1 2.02 )5]Lap0ran Keuangan Aihir Tahun Alhir Tahun SKPD dan Laporan 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 20.000.000 Bangsa dan Politik 
$6PD Laporan Hasil Koordinasi Laporan Daerah 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Aihir Tahun $KPD 

Pengelolaan dan Penyiapan Jumlah Dolkumen Bahan Badan Kesatuan 
5 0101  2.02 06 Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan dan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 2 Dok 20.000.000 Bangsa dan Politik 

Tindak Lan)jut Pemeriksaan Daerah 

Jumlah Laporan Keuangan Badan Kesatuan 

5 01 o1 2.02 07 
Koordinasi dan Penyusunan Bulanar/ Triwulanar/ Bangsa dan Politik 

Laporan Keuangan Bulanar/ Semesteran $KPD dan Laporan Laporan 12 12 5.000.000 12 5.000.000 12 10.000.000 Daerah 

Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan 

laporan Keuangan 

Bulanar/Triwulanar/Semester 

an 

$KP0D 

01 01 2.02 08 
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dolumen Pelaporan Badan Kesatuan 

5 Analisis Prognosis Realisasi dan Dokumen 12 12 5.000.000 12 5.000.000 24 Dok 10.000.000 Bangsa dan Politik 
Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Daerah 

Anggaran 

Indels Pelalsonoon Badan Kesatuan 
5 01 lo lo3 

Adminitrosi Borong Milli Administroi Borang Millilk Indel 100 20.000.000 100 30.000.000 100 50.000.000 Bangsa dan Politik 

Doerah poda Perongkot Doeroh Doeroh poda Perongkot Doerah 

Doeroh 

b1 o1 
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Badan Kesatuan 

5 2.03 01 Kebutuhan Barang Brang Milik Daerah $KPD Dokumen 1 5.000.000 1 10.000.000 2 Dok 15.000.000 Bangsa dan Politik 

Mlik Daerah $KPD Daerah 

5 b1 o1 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen Dokumen 1 5.000.000 1 10.000.000 2 Dok 15.000.000 Badan Kesatuan 
Derah SKPD Pengamanan Bangsa dan Politik 

Barang Milk Daerah 5KPD Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Badan Kesatuan 
5 01 bo1 p2.o3 p3 

Koordinasi dan Penilaian Barang Baran0g Milk Daerah dan Hasil Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 2 Laporan 10.000.000 Bangsa dan Politik 

Milik Daerah SKPD Koordinasi Penilaian Barang Daerah 

Millik 

Daerah 5KPD 

ls b1 o1 2.03 04 
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Badan Kesatuan 
Pengendalian Barang Milik Pembinaan, Pengawasan, dan Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 24 10.000.000 Bangsa dan Politik 



Derah pad $KPD Pengendalian Laporan Daerah 

Barang Milk Daerah pada 
$KPD 

ls b1 o1 b2.o3 
[__IReionsilias an Peryosonan Jumlah Laporan Rekonsiliasi Badan Kesatuan 

?lLaporan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Laporan Laporan 12 2.500.000 12 5.000.000 24 7.5.000.000 Bangsa dan Politik 

pads $KPD Brang Milik Laporan Daerah 

Daerah pada $KPD 
5 b1 b1 2o3 6]penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Laporan 100 2.500.000 100 5.000.000 100 7.500.000 Badan Kesatuan 

Daerah pada $KPD Penatausahaan Bangsa dan Politik 

Barang Milik Daerah pada 
Daerah 

$PD 

Administrasi Kepegawaian Indels Pelzyanan Administrasi Badan Kesatuan 
5 01/01 2.05 Peranglat Daerah Kepegawaian Perangkat Indeks 100 100 60.000.000 Bangsa dan Politik 

Daerah 
12 65.000.000 32 65.000.000 Derah 

5 0 1/ 0 1  205 01/peningkatan Sarana dan Jumlat Unit Peningkatan . Badan Kesatuan 
Prasarana Disiplin Pegawai Saran3 Unit 1 10.000.000 15.000.000 2 Unit 25.000.000 Bangsa dan Politik 

dan Prasarana Disiplin 1 Daerah 

Pegawai 

Pendataan dan Pengolaban Jumlah Dokumen Pendataan Badan Kesatuan 
5 0 1/ 0 1  2.05 03\4ministrasi Kepegawaian dan Pengolahan Administrasi Dokumen 100 10.000.000 10.000.000 250 20.000.000 Bangsa dan Politik 

Kepegawaian 
150 Dokuemn Daerah 

Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Badan Kesatuan 
5 01/.01 2.05 04[gqtem Informasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaaan Dokumen 12 20.000.000 20.000.000 24 40.000.000 Bangsa dan Politik 

Sitem 
12 Dokumen Daerah 

Informasi Kepegawaian 

Monitoring. Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, . 10.000.000 30 10.000.000 20.000.000 Badan Kesatuan 
5 01 01 2.05 05 Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilalan Kinerja Dokumen 30 Bangsa dan Politik 

Pegawai Dokumen Daerah 

Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Badan Kesatuan 
5 01 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Tugas dan Fungsi yang Orang 1 35.000.000 35.000.000 2 0rang 70.000.000 Bangsa dan Politik 

Fungsi Mengikuti Pendidilan dan 
1 Daerah 

Pelatihan 

Indels Pelayanan Administrasi 335.000.000 
Badan Kesatuan 

5 01 01 2.05 
Administrasi Umum Peranglat Umum Pennglat Daerah ndeks 80 175.000.000 Bangsa dan Politik 

Daerah 
12 160.000.000 b2 Daerah 



Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Badan Kesatuan 
5 01 01 2.06 01,qriPenerangan Bangunan Instalasi Paket 2 1 5.000.000 1 5.000.000 1 10.000.000 Bangsa dan Politik 

Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Daerah 

Kantor yang Disediakan 
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Badan Kesatuan 

5 01 01 2.06 02\pertengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Paket 2 2 10.000.000 2 10.000.000 2 20.000.000 Bangsa dan Politik 
Disediakan Daerah 

5 1 01 2.06 o3 Bahan Logistik Jumlah Paket Batan Logistik Paket J J 10.000.000 J 10.000.000 J 20.000.000 Badan Kesatuan 
yang Disedialkan Bangsa dan Politik 

Daerah 
5 b1 b1 .06 SlPenyediaan Banang Cetalan dan Jumlah Paket Brang Cetalan Paket 2 2 10.000.000 2 10.000.000 2 20.000.000 Badan Kesatuan 

Penggandaan dan Bangsa dan Politik 
Penggandaan yang Disedialan Daerah 

Penyediaan Bahan Bacan darn Jumlah Dolumen Bhan Bacaan Badan Kesatuan 
's 01 01 2.06 06 Peratunan Perundang- undangn dan Peraturan Perundang­ Ookumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 20.000.000 Bangsa dan Politik 

Undangan yang Disedialn Daerah 
5 1 1/2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporn Fasilrtasi Kali 12 12 30.000.000 12 20.000.000 12 50.000.000 Badan Kesatuan 

Kunjungan Iamu Bangsa dan Politik 
Daerah 

Penyelenggrn Rapat oordinasi Jumlah Laporn Badan Kesatuan 
ls b1 bo1 2.06 b09 dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Laporan 12 12 100.000.000 12 100.000.000 12 200.000.000 Bangsa dan Politik 

Koordinasi dan Korsultasi Daerah 

$KD 

Peng«dean Brang Milk Daenah Indels Pengdaan Brang Milik 
80.118.379 144.118379 

Badan Kesatuan 
5 01 01 2.07 Penunjang Uasan Pemerintah Daerah pad Perangtat Daenah ndeks hoo 110.000.000 Bangs dan Politik 

Daerah Daerah 
Pengadaan Kendaraan Dins Jumlah Unit Kendaraan Dins Badan Kesatuan 

s 01 01 207 02 Operasional tau Lpangan Operasional tau Lapagan yang Unit . 2 30.000.000 2 20.118.379 4 unit 60.118.379 Bangsa dan Politik 
Disediakan Daerah 

5 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Palet Mebel yang Unit . 2 30.000.000 2 20.000.000 4 Unit 50.000.000 Badan Kesatuan 
Disedikn Bangsa dan Politik 

Daerah 
s 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Unit . 2 30.000.000 2 20.000.000 4 Unit 50.000.000 Badan Kesatuan 

Lainny Lainny yang Disedialan Bangs dan Politik 
Daerah 

Pengadaan Sarana dan Prasaran Jumlah Unit Sarana dan Badan Kesatuan 
s 01 01 2.07 10 Gedung Kantor tau Bangunan Pnsaran Gedung Kantor atau Unit Bangsa dan Politik 

Liny Bangunan 2 20.000.000 2 20.000.000 4 Unit 50.000.000 Daerah 

Lainnya yang Disedialan 
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has Perunjang Ursan Indels Penyediaan has Badan Kesatuan 
5 01/01 2.08 Dent Penunjang Ursan Pemerintahan Bangsa dan Politik 

Derah Indeles 100 100 189.154.728 100 120.000.000 100 309.154.728 Daerah 

5 01/0 1  2.08 01/Penyediaan hsa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12 12 47.288.682 12 
30.000.000 77.288.682 Badan Kesatuan 

Surat Menyurat 12 Lporan 
Bangsa dan Politik 

Daerah 
Penyediaan has Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

30.000.000 6 lp0ran Badan Kesatuan 
5 01/0 1  2.08 02[5umber Dy Air dan Listri Komunikasi Sumber Daya Air Laporan l l 47.288.682 l 77.288.682 Bangsa dan Politik 

dan Litrik yang Disediakan Daerah 

Peyediaan /asa Peralta dan Jumlat Laporan Penyediaan Jasa 
30.000.000 2 Lporn Badan Kesatuan 

5 01I0 1  2.08 03/perlenglpan Kantor Peraltan dan Perlengiapan Laporan 1 1 47.288.682 1 77.288.682 Bangsa dan Politik 
Kantor yang Disedialan Daerah 

Penyediaan hasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Peryediaan )as 
30.000.000 12 Lporan Badan Kesatuan 

5 o1 o1 2.08 04 Kantor Pelaynan Umum Kantor yang Laporan 12 12 47.288.682 12 77.288.682 Bangsa dan Politik 
Disedikan Daerah 

Pemeli/haraan Barang Milk Da&ah lndeles Pemeliharan Bar2ng 
106.000.000 

Badan Kesatuan 
5 01\01 2.08 Penunjang Ursan Pemerintaban Mifim Derah pads Peranglat Indeks 100 100 62.000.000 100 70.000.000 Bangsa dan Politik 

Dent Derah Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Perorangan Badan Kesatuan 
5 01/0 1  2.09 01/8ya Pemeliharan, dan Pajak Dinas tau Kendanan Dinas Unit 1 1 12.000.000 1 14.000.000 2 Unit 26.000.000 Bangsa dan Politik 

Kendaraan Perorngan Dinas tau Jabtan yang Dipelitar dun Daerah 
Kendraan Dins abtan dibayarian Pajaknya 

Penyedian has Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Dinas Badan Kesatuan 
5 01/01 2.09 02]By Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang Unit 5 5 12.000.000 5 14.000.000 10 Unit 26.000.000 Bangsa dan Politik 

Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayartan Pajak Daerah 
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya 

5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peraltan dan Mesin Unit l l 12.000.000 l 14.000.000 6 Unit 26.000.000 Badan Kesatuan 
Lain0ya Lainnya yang Dipelihar Bangsa dan Politik 

Daerah 
Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Badan Kesatuan 

5 01 01 2.09 08 Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan yang Unit 2 14.000.000 2 14.000.000 4 Unit 28.000.000 Bangsa dan Politik 
Dipelihara/Direhabilitasi Daerah 

Pemeliharaan/Rehabilitasi saran Jumlah Gedung Kantor dan Badan Kesatuan 
5 01 01 2.09 09 dan prasarna pendukung Bangunan yang Unit 2 12.000.000 2 14.000.000 4 Unit 26.000.000 Bangsa dan Politik 

gedung Kantor dan Bangunn Dipeihr/Direhabilitasi Daerah 
Lainnya 
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BA II 

KINERJA ENVELENGARAAN BID ANG URSAN 

Pada bagian ini akan dihemukaan indihator binerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politi Daerah Kabupaten Ende yang secara langsung menunjuban kinerja yang aban dicapai 

dalam 2 (dua) tahun sebagai homitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RP)MD. 

Indilator Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende 

dengan rincian sebagaimana terlampir. 

Tabel 7.1 

Indikhator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politih Daerah Kabupeten Ende yang 

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RP)MD 

INDIKA TOR 
KONDISL 

TUJUAN/SASARAN 
KINERIA PADA TARGET KINERIA SASARAN PADA TAHUN KE - (9%) 

AWAL RP)MD 

(ANGKA) Kondisi Ahhir 

2025 2026 

periode 

-f -2 -3 -4 -5 

prosentase 

Penyelesaian Potensi 40% 45% 46% 46% 

Konflil Sosial 

Nilai AID Badan 
Kesatuan Bangsa dan B B B B 

Politi 
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Tabel 7.2 

Indilator Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupeten Ende 
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RP)MD 

TARGET KINERIA SASARAN PROGRAM PADA TAHUN 

KONDISl 

INDIKATOR DROGRAM KINERIA PADA KE - (9%) 

AWAL RPJMD 
Kondii Akhir 

2025 2026 

eriode 

-f -2 -3 f -5 

Penyelenggaran Administrasi 
Derhantoran Peranghat 

100% 100% 100% 100% Daerah Secara Efektif dan 

Efisien Selama 1 Tahun 

Colupan Pembinaan ldelogi, 

Waasan Kebangsaan dan 66% 67% 68% 68% 

Karakter Bangsa 

prosentase Parpol penerima 

hibah yang menyeselesaikan 
administrasi sesuai betentuan 91,60% 95% 96% 96% 
dan perundangan -undangan 

yang berlaku 

prosentase Penanganan 

potensi Konflil berbasis 66% 67% 68% 68% 

elonomi. Sosial dan Budaya 

Cahupan Pelalsanaan 

Koordinasi Keaspadaan 
75% 76% 78% 78% 

Daerah dan Penanganan 

Konfli Sosial 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten Ende tahun 

2025-2026 merupahan rencana tindak yang disusun berdasarhan tugas pohok dan fungsi 

dalam rangha pencapaian tujuan selama urun waktu dua tahun untuk melaksanalan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan 

politik. 

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebaik apapun isi dari Renstra ini tidal alan 

mampu merubah Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten Ende menjadi 

Perangkat Daerah yang abuntabel dan berhasil mewujudhan kinerja tanpa adanya 

homitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politi Kabupaten Ende. 

Menjadi sangat penting untuk dijalanhan oleh kita semua jajaran Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politi Kabupaten Ende, baha program dan hegiatan, sub hegiatan yang telah 

disusun dalam Renstra menjadi hewajiban untuk dilaksanakan. Program dan hegiatan serta 

sub hegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat 

dipertanggungjawaban hepada publik, sehingga seluruh homponen organisasi harus ikut 

terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. 

Oleh arena itu Sumber Daya Manusia merupahan bomponen organisasi yang sangat 

ital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara 

profesional dan proporsional berdasarban peraturan perundang-undangan yang berlalku serta 

hebijahan dan prosedur yang tepat. 

H 


